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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menyelesaikan penulisan dalam bentuk skripsi 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Surat Edaran 

Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) Di Media Sosial”, maka penulis memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.  Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang 

Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), bahwasanya 

penanganan ujaran kebencian di media sosial terhadap para pelaku 

hate speech yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum ke arah 

pemidanaan dilakukan beberapa tindakan terlebih dahulu dengan 

menggunakan tindakan preventif dan apabila sudah dilakukan namun 

masalah masih belum terselesaikan dan semakin menjadi rumit, maka 

dilakukan tindakan represif namun apabila dalam langkah penanganan 

awal tidak bisa menanggulangi kejahatan pencemaran nama baik 

tersebut maka dilakukan tindakan pemidanaan dengan menjerat pelaku 

dengan sumber hukum rujukan yang tercantum didalam Surat Edaran 

Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) oleh pihak kepolisian. Seperti contoh kasus pencemaran 

nama baik yang dialami oleh Presiden Joko Widodo tahun 2015 yang 
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dilakukan oleh pemilik akun @YPaonganan yang bernama Yulianus 

dengan melakukan re-upload foto dengan tulisan yang mengarah 

kepada pornografi yakni dengan kata “Papa Doyan Lonte” dengan 

menyertakan hastag #papamintapaha dan #papadoyanlonte, 200 kali 

postingan di Twitter selama 12-14 Desember 2015 yang melanggar 

UU Pornografi dan UU ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dengan denda 1 miliar. 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Surat Edaran Kapolri Nomor: 

SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) di 

media social yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tentunya dalam hal 

ini kepolisian juga sebagai penegak hukum dituntut untuk menjalankan 

hukum dengan seadil-adilnya dan dengan berbagai pertimbangan, 

sehingga hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik 

adalah hukuman takzir (hukuman dari semua jenis tindak pidana yang 

tidak secara tegas diatur dalam Alquran dan hadis). Hukuman takzir 

yang diberikan berupa hukuman penahanan dalam hukuman penjara 

terbatas (belum ditentukan batas waktu) oleh hakim, dalam rangka 

memberikan pendidikan dan pengarahan kepada kemaslahatan pelaku 

agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 

 

B. Saran 

 

1. Adanya peraturan-peraturan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: 

SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian, diharapkan 
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dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menaati peraturan 

yang ada. Hal itu dilakukan untuk menjaga kepentingan kehidupan 

masyarakat yang rukun. Serta Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu 

bentuk hukum yang dihasilkan oleh pakar yang semestinya tidak hanya 

dipahami sebatas wacana hukum, akan tetapi perlu dijadikan ketegasan 

dalam menegakkan hukum. 

2. Masyarakat yang sebagai warga negara serta orang tua bagi anak-

anaknya yang sangat menyukai terhadap media sosial, diharapkan 

mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan 

pembelajaran moral terhadap penggunaan media sosial yang baik 

kepada anaknya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan 

yang merugikan orang lain seperti pencemaran nama baik dalam ujaran 

kebencian yang dalam hal ini akan merusak nama baik orang lain. 

 


